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BAB IV 

KESIMPULAN 

 Masalah pelanggaran hak-hak pekerja migran domestik merupakan sebuah 

isu yang menarik perhatian banyak pihak dan harus segera ditangani. 

Permasalahan yang timbul berasal dari berbagai aspek, seperti aspek yang datang 

dari pekerja migran domestik itu sendiri mengingat banyak dari mereka yang tidak 

mengetahui kalau hak-haknya telah dilanggar. Hal tersebut disebabkan oleh 

kurang adanya pengetahuan tentang hak-hak apa saja yang wajib mereka peroleh 

ketika bekerja sebagai pekerja migran domestik, sehingga ketika hak-hak mereka 

dilanggar, pekerja migran domestik tidak tahu harus berbuat apa dan membiarkan 

dirinya mengalami pelanggaran tersebut di tempat kerja.  

Kemudian alasan lainnya adalah karena pekerja migran domestik 

membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya karena masalah ekonomi, 

sehingga mereka tidak berani membela diri sendiri ketik hak-haknya dilanggar 

sebab takut dipecat. Banyaknya permasalahan pelanggaran hak-hak PMI sektor 

domestik juga dipengaruhi oleh adanya isu krisis demokrasi dan krisis keamanan 

kesehatan global akibat adanya pandemi COVID-19. Faktor-faktor tersebut 

membuat rasa aman PMI semakin terancam dan kemungkinan pelanggaran hak-

hak PMI seperti jam kerja yang berlebih, tidak mendapatkan libur, gaji yang tidak 

dibayarkan, hingga kekerasan fisik yang dialami mereka semakin mudah terjadi. 

Perlu adanya perlindungan yang optimal agar keamanan para PMI semakin 

terjamin dan untuk memastikan bahwa hak-hak PMI sudah terpenuhi. Selain peran 

negara yang wajib untuk melindungi hak-hak masyarakatnya termasuk PMI yang 

bekerja di luar negeri, peran organisasi garda depan seperti NGO menjadi sangat 

penting kehadirannya. Dengan bekerja sama dengan pemerintah negara Indonesia 

dan negara penempatan PMI serta organisasi-organisasi garda depan lainnya, 

upaya yang dikerahkan oleh NGO seperti Justice Without Borders untuk 

melindungi hak-hak PMI adalah penanganan kasus litigasi lintas negara untuk 

memperoleh kembali hak-haknya yang telah dilanggar lewat kompensasi dan 
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langkah preventif seperti pengembangan kapasitas untuk menangani kasus litigasi 

lintas negara, perluasan jaringan, publikasi, diskusi publik sebagai upaya untuk 

menyebarkan informasi lebih luas tentang hak-hak PMI dan langkah-langkah yang 

dibutuhkan untuk melindunginya. 

JWB telah menangani kasus litigasi lintas negara sebanyak 48 kasus pada 

tahun 2019 – 2021 untuk memenuhi keamanan ekonomi PMI melalui klaim 

perdata untuk mendapatkan kompensasi finansial dan memberikan edukasi 

terhadap PMI agar terhindar dari kehilangan pekerjaannya. Kemudian upaya lain 

yang JWB lakukan untuk memenuhi keamanan kesehatan dapat ditemui pada 

kerjasama dengan organisasi garda depan lain untuk memberikan alat 

perlindungan diri seperti masker kepada PMI agar terhindar dari paparan virus 

COVID-19, selain itu JWB juga menyebarkan berbagai informasi tentang akses 

fasilitas kesehatan lewat unggahan video, artikel, infografis, dan lain-lain di media 

sosial agar bisa dijangkau lebih mudah oleh PMI. Dalam memenuhi keamanan 

personal PMI yang sebagian besar disebabkan oleh kekerasan domestik dan 

kekerasan seksual, JWB memberikan bantuan perlindungan hukum untuk PMI 

semenjak tahun 2019-2021 agar PMI bisa memperoleh keadilan. Selain itu JWB 

memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan berbasis 

gender, memfasilitasi PMI ke untuk memperoleh bantuan pemerintah, dan 

menyediakan tempat penampungan untuk PMI yang berada di situasi darurat 

ketika bekerja. Sedangkan pada konteks keamanan komunitas, JWB berpartisipasi 

dalam upaya penghapusan diskriminasi yang dialami oleh PMI dan memastikan 

bahwa komunitas PMI ini bebas dari rasa takut dan kekurangan serta bisa 

menjamin eksistensi identitas mereka. 

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh (Michael, 2005), peran NGO dalam 

perspektif human security melingkupi adanya edukasi, advokasi, kampanye, dan 

networking atau perluasan jaringan organisasi dalam kinerjanya terhadap sebuah 

isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Sehingga bisa dikatakan dikatakan upaya 

kolaboratif JWB dengan pemerintah negara dan organisas-organisasi garda depan 

lainnya, serta langkah preventif JWB dalam mencegah adanya pelanggaran hak-
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hak PMI merupakan upaya yang sesuai untuk melindungi hak-hak PMI 

berdasarkan empat pendekatan perspektif human security tersebut. 
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